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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat
menyelengarakan seluruh urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai telah ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) yang dalam
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
perlu dilakukan penataan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2009 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai
(Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009);
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12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2010 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
Dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. 1.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Sinjai.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ádalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

e. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup
Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sinjai.

f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.

g. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Sinjai.

h. Bidang adalah bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Sinjai.

i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Sinjai.

j. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Sinjai.

k. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
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BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana
tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
a. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah
b. pengoordinasian penyusunan pengelolaan keuangan dan asset daerah,
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan

asset daerah.
d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;


